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ABSTRAK 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen 

yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, 

korupsi menjadi tindak pidana yang terikat dengan berbagai kepentingan politik 

sehingga dalam pemberantasannya diperlukan suatu lembaga independen yang 

terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam perkembangannya, isu 

terhadap pelemahan independensi KPK menjadi problematika tidak berujung. 

Titik klimaks dari upaya pelemahan KPK terlihat pasca diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian secara tegas meletakkan KPK sebagai 

lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kondisi ini yang memunculkan 

dugaan terhadap upaya pelemahan kedudukan KPK sehingga menurunkan tingkat 

independensi kelembagaan dan fungsional KPK. Atas dasar tersebut, landasan 

penulisan skripsi ini bertolak dari adanya pemikiran terhadap pentingnya 

independensi kelembagaan dan fungsional KPK di Indonesia. Penulisan skripsi ini 

meninjau kerangka konseptual lembaga negara independen, menelusuri 

kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta menganalisis 

ketepatan penempatan KPK dalam format ketatanegaraan tersebut. Selain 

berpedoman pada kerangka konseptual, dogmatik hukum peraturan perundang-

undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait, penulisan skripsi ini juga 

menyajikan studi komparasi terhadap lembaga anti korupsi independen di 

Singapura dan Thailand dalam rangka menemukan best practices yang dapat 

diadopsi oleh KPK di kemudian hari. Melalui hasil akhir penulisan skripsi ini, 

Penulis menemukan bahwa model kelembagaan anti korupsi di tiap negara, baik 

lembaga anti korupsi independen dalam cabang kekuasaan keempat maupun 

sebagai bagian dari unitary executive, merupakan pilihan masing-masing negara 

yang disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Kemudian terhadap KPK 

Indonesia, hasil analisis dan konklusi Penulis menunjukkan bahwa KPK 

seharusnya tetap ditempatkan sebagai lembaga negara independen dalam cabang 

kekuasaan keempat guna mendukung independensi kelembagaan dan 

independensi fungsional lembaga tersebut. Selain itu diperlukan juga perbaikan 

lainnya yaitu dengan meletakkan dasar hukum pembentukan KPK melalui 

konstitusi, menguatkan wewenang KPK, memperbaiki mekanisme pengisian 

jabatan  komisioner, dan memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap tubuh 

KPK. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan KPK dapat mencapai tingkat 

independensi terbaik guna menghindari intervensi dari cabang kekuasaan 

manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

 

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Negara Penunjang, 

Lembaga Negara Independen, Cabang Kekuasaan Keempat, Unitary Executive 
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ABSTRACT 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is a state independent agency that has the 

duty and authority to eradicate corruption in Indonesia. As an extraordinary 

crime, corruption is a crime closely related to the various political interests 

requiring its eradication an independent institution that is independent from any 

intervention. In its development, the issue of undermining the independence of 

KPK has become problematic. The climax point of reducing the independence of 

KPK is discerned after the enactment of Law Number 19 of 2019 as the 

amendment of Law Number 30 of 2002 which firmly places KPK as an institution 

comprised in the unitary executive. This condition gave rise to allegations of 

efforts to weaken the position of KPK, thereby reducing the level of institutional 

and functional independence of KPK. Therefore, the underlying reason for writing 

this undergraduate thesis is the idea on the importance of the institutional and 

functional independence of KPK in Indonesia. This undergraduate thesis analyzes 

the conceptual framework of an independent organs, traces the position of KPK in 

the constitutional system, and analyzes the suitability of its position in the state 

organizational structure. In addition to being guided by the conceptual 

framework, legal dogmatic of laws, related regulations, and constitutional court 

decisions, this thesis also presents a comparative study of independent anti-

corruption institutions in Singapore and Thailand in order to find best practices 

that can be adopted by KPK in the future. Through the final results of writing this 

thesis, the author finds that the anti-corruption institutional model in each 

country, either the independent anti-corruption commission as a part of the fourth 

branch of government or as a part of the unitary executive, is the choice of each 

country which is adapted to the conditions of the country. In regard to KPK, the 

results of the analysis and conclusions of the authors show that KPK should still 

be placed as an independent commission in the fourth branch of government to 

increase the institutional and functional independence of the institution. In 

addition, other improvements are also needed, such as governing the legal basis 

for the establishment of KPK in the national constitution, strengthening the 

authority of KPK, improving the recruitment mechanism for the commissioner 

positions, and improving the supervision mechanism towards KPK. Through these 

steps, this research aspires KPK to be able to achieve the best level of 

independence to avoid intervention from any branch of government in carrying 

out its duties and authorities. 

 

Keywords: Komisi Pemberantasan Korupsi, State Auxiliary Organ, State 

Independent Organ, Fourth Branch of Government, Unitary Executive 
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